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RINGKASAN

Untuk mewujudkan tujuan Nasional maka diperlukan hubungan yang serasi
antara pemerintah pusat dengan daerah vang akan menjamin perkembangan dan
pengembangan daerah. Untuk itulah diperlukan pemerintahan yang mengatur
wilayah yang lebih kecil yaitu desa. Desa Tegowangi terletak di Kecamatan
Plemahan Kabupaten Kediri yang sudah ada sejak Zaman Kerajaan Majapahit,
dalam melaksanakan pemerintabannya Desa Tegowangi telah beberapa kali
mengalami perubahan peraturan perundang-undangan.

Tujuan dari  penulisan  skripsi ini secara umum adalah  untuk
mengembangkan pengetahuan atau teori vang diperoleh selama studi, untuk
melengkapi sebagian syarat-syarat yang dipergunakan guna meraih gelar Sarjana
Hukum  universitas Jember dan untuk menyumbangkan pemikiran kepada
masyarakat  pada  umumnya. Tujuan  khususnya untuk mengetahui
penyelenggaraan pemerintahan Desa Tegowangi sebelum berlaku Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk
mengetahui penyelenggaraan pemerintahan Desa Tegowangi setelah berlaku
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah tentang apakah Desa Tegowangi
sebelum dan  setelah Undang-lindang Nomor 22 Tahun 1999 lentang
Pemerintahan Daerah telah menyelenggarakan pemerintahan desa sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku?

Metode penulisan vang diambil dalam skripsi ini adalah pendekatan
masalah dengan metode yurudis sosiologis, sumber data (sekunder dan primer),
metode pengumpulan  data yang diperoleh dengan wawancara dan  studi
kepustakaan, analisis yang digunakan adalah menggunakan metode pendekatan
kualitatif,

Pembahasan dari skripsi ini adalah, bahwa dalam penyelenggaraan
pemerintahan Desa Tepowangi pada Zaman Belanda berdasarkan Inlandche
Gemeente Ordonantie (1GO), kemudian pada tahun 1943 penjajah Jepang datang
ke Indonesia, saat itu terjadi sedikit perubahan dalam 1GO yang dituangkan
Asamu Seirei Nomor 7 Tahun 1944 (entang pemilihan dan Pemecatan Kuco.
Namun secara  kescluruhan  pada  dasarnya  Desa Tegowangi  dalam
penyelenggaraan - pemerintahannya  masih - berpedoman  pada  1GO.  Setelah
Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 di Indonesia khususnya di Desa Tegowangi
di sahkan Undang-Undang Nomor 19 twhun 1965 tentang Desapraja, karena
undang-undang ini tidak sesuai dengan keadaan bangsa Indonesia saal itu maka
pemerintah mencabut undang-undang tersebut, setelah Undang-Undang Desapraja
dicabut Desa Tegowangi dalam penyelenggaraan pemerintahannya berpedoman
pada 1GO sampai disahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang
Pemerintahan Desa. [ndang Undang ini berlaku sampai disahkan Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Setelah Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999 ini di cabut dengan berlakunnya Undang-Undang
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah, Desa Tegowangi masih tetap
menggunakan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
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karena Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 belum
disahkan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sebelum berlakunya Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999 Desa Tegowangi dalam menyelenggarakan
pemerintahannya berdasarkan pada 1GO yang dilaksanakan pada saat penjajahan
Jepang sampai sebelum disahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang
Pemerintahan Desa. Demikian pula Desa Tegowangi dalam menyelenggarakan
pemerintahannya tidak herdasarkan pada Undang-undang Nomor 19 tentang
desapraja.  Setelah berlaku Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Desa
Tegowangi  menyelenggarakan  pemerintahannya  berdasarkan  peraturan
pelaksanaan dari Undang-lIndang Nomor 22 Tahun 1999 sampai dengan Tahun
2006.

%1
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka mewujudkan tujuan Nasional sebagaimana tercantum
dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, maka
pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan perlu ditingkatkan secara
efektif di seluruh pelosok daerah agar pembangunan di Negara Indonesia menjadi
merata, adil dan berkesinambungan antara pusat dan daerah (Direktorat Jendral
Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, 1986:1),

Untuk melaksanakan hal tersebut di atas maka diperlukan hubungan yang
serasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah dacrah. Pada pelaksanaan
pemenntahan daerah ini pada dasarnya menggunakan asas desentralisasi, dengan
adanya penyerahan urusan atau desentralisasi berarti sebenarnya masyarakat di
beri  kesempatan untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan,
khususnya di daerah.

Pemerintahan yang seimbang antara pusat dan daerah akan menjamin
perkembangan dan pengembangan otonomi daerah. Daerah otonom tersebut di
dalamnya terdapat suatu pemerintahan yang mengatur wilayah vang lebih kecil
dan merupakan bagian dari dacrah otonom, yaitu pemerintahan desa yang
berfungsi membantu pelaksanaan pemerintahan  dari daerah otonom. Desa
Tegowangi saat ini dalam melaksanakan pemerintaham desa berpedoman pada
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, tetapi pada
kenyataannya Desa Tegowangi telah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit, vaitu
dengan dibangunnya schuah candi yang kemudian diberi nama Candi Tegowangi
pada tahun 1400 Maschi. Setelah kedatangan Belanda, kerajaan yang berkuasa
sant itu kekuasnannya direbut oleh Belanda, Jadi setelah itu segala aspek
kehidupan politik, ekonomi,dan sosial, telah dikuasai oleh Belanda, termasuk juga
dalam hal pemerintahan di desa yang semula berdasarkan pada pedoman kerajaan
sekarang berubah berpedoman pada Inlandsche Gemeente Ordonantie (1GO) yaitu
peraturan tentang desa vang dibuat oleh Belanda. Pada tahun 1942 seluruh
wilayah jajahan Belanda telah diserahkan kepada Jepang tetapi Pemerintah Desa
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Tegowangi tetap berpedoman pada 1GO dengan sedikit perubahan. Setelah
Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, bersamaan dengan diproklamasikan
kemerdekaan Indonesia berakhir sudah lembaran sejarah bangsa Indonesia vang
penuh dengan penderitaan. Meskipun Indonesia telah merdeka tetapi IGO tetap
digunakan Desa Tegowangi untuk menjalankan pemerintahan.

Pada tahun 1965 dipervleh pengertian baru tentang desa yang sesuai
tentang keadaan bangsa Indonesia setelah merdeka, vaitu terdapat dalam Pasal 1
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja sebagai bentuk
Peralihan Umum Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat 11 di Seluruh
Wilayah RI. Karena lindang-Undang tentang Desapraja tidak sesuai dengan
keadaan bangsa Indonesia saat itu, undang-undang ini tidak berluku selama 14
tahun hingga akhirnya disahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang
Pemerintahan Desa. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 berlaku selama 20
tahun  sampai disahkan  Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah, mengenai pemerintahan desa diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan
Mengenai Desa beserta Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2000
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa. Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1999 tidak berlaku setelah dibentuk Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan uraian di atas penyusun mencoba menguraikan lebih lanjut tentang
penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tegowangi mulai dari zaman kerajaan
sampai berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, apakah dalam
pelaksanaannya sudah sesuai dengan peraturan perundung-undangan yang
berlaku. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk mengambil judul * Tinjauan
Yuridis  tentang  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa Tegowangi

Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri'.
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1.2. Ruang Lingkup
Adapun ruang lingkup pembahasan dari penyusunan skripsi ini adalah
Hukum Administrasi Negara khususnya mengenai Pemerintahan Desa.

1.3. Rumusan Masalah

I. Apakah Desa Tegowangi sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah menyelenggarakan
pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku?

2. Apakah Desa Tegowangi setelah berlaku Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1999 ientang Pemerintahan Daerah telah menyelenggarakan
pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku?

I.4. Tujuan dan Manfaat penulisan

1.4.1. Tujuan Umum
I. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan atau teori yang diperoleh selama
studi dengan membandingkan antara ilmu yang didapat di bangku kuliah
dengan praktek langsung di lapangan;

2. Untuk  memenuhi  dan  melengkapi  sebagian  syarat-syarat yang
dipergunakan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Jember;

3. Untuk menyumhangkan pemikiran kepada masyarakat pada umumnya dan
segenap mahasiswa Fakultas Hukum pada khususnya agar dapat dijadikan

bahan acuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

1.4.2. Tujuan Khusus
. Untuk mengetahui dan mengkaji penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Tegowangi sehelum berlaku Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

tentang Pemerintahan Daerah;
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2. Untuk mengetahui dan mengkaji penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Tegowangi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah.

1.4.3 Manfaat
I. Diharapkan hasil penyusunan skripsi dapat bermanfaat dalam
kebijaksanaan yang berhubungan dengan pelaksanaan peinerintahan desa;
2, Diharapkan dapat menambah serta memberi informasi dan pengembangan
Hukum Administrasi Negara, khususnya peraturan perundang-undangan

tentang desa.

1.5. Metodologi Penelitian

Penulisan yang bersifat ilmiah harus menggunakan suatu metodologi agar
dapat mencapai hasil yang objektif dan mempunyai nilai ilmiah. Ciri umum yang
dimiliki suatu penulisan karya ilmiah adalah mengandung kebenaran vang dapat
dipertanggungjawabkan. Kebenaran tersebut dapat dibuktikan dengan mengajukan

data-data yang sebenarnya sehingga tulisan menunjukkan sifat ilmiahnya.

L5.1. Metode Pendekatan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diajukan dan dibahas maka penulisan
skripsi ini menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis, vaitu suatu pembahasan
terhadap suatu realitas sosial yang di dasarkan pada peraturan perundang-
undangan atau hukum yang berlaku secara positif dihubungkan dengan praktek
atau kenyataan yang terjadi di dulam masyarakat (Sunggono, 1997:81).

1.5.2. Sumber Data
a. Data primer ialah data dasar, data asli yang diperoleh peneliti dari tangan
pertama, dari sumber asalnya yang pertama yang belum diolah dan
diuraikan orang lain (Hadikusuma, 1995:65). Data primer mengandung

data aktual yang didapat penelitian lapangan;
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b. Data sekunder adalah data-data vang diperoleh peneliti dari penelitian

kepustakaan dan dokumentasi, vang merupakan hasil penelitian dan
pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau
dokumentasi vang biasanyu disediakan di perpustakaan atau milik pribadi
(Hadikusuma, 1995:65). Data-data sekunder tersebut terdapat di dalam
buku-buku ilmu hukum yang memuat teori-teori, pandangan, pendapat
para ahli atau dalam dukomentasi resmi pemerintah yang memuat
peraturan  perundangan, surat kabar, dan lain-lain vang berhubungan
dengan masalah vang akan dikumpulkan data-datanya di lapangan.

1.5.3. Metode Pengumpulan Data

Metode atau cara pengumpulan data yang dipergunakan dalam

penyusunan skripsi di Desa Tegowangi menggunakan:

a.

Wawancara

Wawancars adalah carn untuk memperoleh informasi dengan bertanya
langsung pada vang di wawancarai (Soemitro, 1988:57). Adapun pihak
yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah Bapak ST selaku Kepala
Desa Tegowangi. Bapak SP selaku Sekretaris Desa Tegowangi, Bapak SD
selaku Kepala Dusun Tegowangi dan Tokoh masyarakat Desa Tegowangi.
Studi Kepustakaan

Metode atau cars pengumpulan data vang digunakan dalam penyusunan
skripsi ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini dilakukan untuk
mendapat  konsepsi-konsepsi,  teori-teori,  pendapat-pendapat  atau
penemuan-penemuan  yang  berhubunggan  erat dengan  dengan
permasalahan  (Scemitro, [994:98) Studi  kepustakaan tersehut  berupa
peraturan perundang-undangan vang berlaku, buku-buku literatur terkait
dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini khususnya

dalam bidang pemerintahan desa.
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1.5.4 Analisis Data

Bahan hukum setelah terkumpul, selanjutnya melakukan analisis dengan
menggunakan  metode  deskriptif-kualitatif.  Diskriptif, sebab  hanya
menggambarkan objek vang menjadi pokok permasalahan saja. Sedangkan
kualitatif, vaitu data vang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis, untuk
selanjutnya dianalisa secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang

akan dibahas (Soemitro, 1994:116).
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BAB II
FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta
Desa Tegowangi adalah sebuah desa vang terletak di Kecamatan

Plemahan Kabupaten Kediri. Penduduk Desa Tegowangi sebanyak 4863 orang
dengan rincian laki-laki sebanyak 2457 orang dan perempuan sebanyak 2405
orang. Luas Desa Tegowangi adalah 366.375 meter persegi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penjaga Candi Tegowangi pada
tanggal 15 Mei 2006 dapat diketahui bahwa Desa Tegowangi telah ada sejak
zaman kerajaan Mojopahit, yaitu setelah berdirinya Candi Tegowangi tahun 1400
Masehi. Candi Tegowangi merupakan tempat pendharmasn Bre Matahun,
sedangkan dalam kitah Negara Kertagama dijelaskan bahwa Bre Matahun
meninggal tahun 1310 (1388 M). Diperkirakan candi ini dibangun pada tahun
1400 M di masa Majapahit, karena pendharmaan seorang raja dilakukan 12 tahun
setelah raja meninggal dengan upacara Srada. Nama Tegowangi itu sendin berasal
dari nama candi yang dibangun sebagai tempat pendharmaan. Sejak saat itu
daerah di sekitar Candi  Tegowangi discbut sebagai Desa Tegowangi,
Pemerintahan Desa Tegowangi sudah ada sejak zaman kergjuan Majapahit. Dalam
penyelengaraan pemerintahan desa dilaksanakan menurut adat vang berdasarkan
perintah Raja Majapahit. Pemerintahan Desa Tegowangi yang berdasarkan adat
sejak kedatangan Belanda di Indonesia, pemerintah Belanda membuat undang-
undang tentang desa vang di sebut Inlandsche CGemeente Ordonantie (1GO),
mengekang kegiatan Desa Tegowangi.

Dengan adanya 1GO yang merupakan pengakuan dan pemberian dasar
hukum Desa Tegowangi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pada tahun
1942 Indonesia sudah tidak dikuasai olech Belanda melainkan dikuasai oleh
Jepang. Pemerintah Jepang mengubah sebagian dari isi 1GO yang kemudian
dituangkan dalam Osamu Seirei Nomor 7 Tahun 1944 tentang Pemilihan dan
Pemecatan Kuco. Penjajahan Jepang di Indonesia tidak berlangsung lama karena

tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya.
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Walaupun Indonesia telah menjadi Negara yang merdeka namun Indonesia
khususnya Desa Tegowangi masih menggunakan IGO sebagai pedoman
pemerintahan desa sampai disahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965
tentang Desapraja. Tetapi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tidak berlaku
lama. Untuk menjamin stabilitas pemerintahan desa ada Instruksi Mentri Dalam
Negeri Nomor | Tahun 1968 sampai disahkan Undang-Undang Nomor § Tahun
1979. Pada tahun 1999 disahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah. Kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tidak
berlaku sejak disahkan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah.

Saat ini Desa Tegowangi menyelenggarakan pemerintahan desa
berdasarkan Peraturan Pemerintah  Nomor 76 tahun 2001 tentang Pedoman
Umum Pengaturan Mengenai Desa beserta Peraturan Daerah Kabupaten Kediri
Nomor 6 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan
Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2000 tentang
Badan Perwakilan Desa. Karena sampai saat ini Desa Tegowangi Peraturan
Dacerah Kabupaten Kediri yang mengatur lebih lanjut tentang pemerintahan desa

belum disahkan.

2.2. Dasar Hukum

I. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 18B ayat (2) .
“Negara mengakui dan menghormati kesatunn masyarakat hukum adat beserta
hak-hak tradisionalnya  sepanjang  masih hidup dan sesuai  dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia
vang diatur dalam undang —undang™,

2. Inlandsche Gemeente Ordonantic (Sth. 1906 Nomor 83)
Pasal 1:
“Penguasaan desa dilakukan kepala desa dan dibantu oleh beberapa orang

yang ditunjuknya. Kepala desa dan pembantunya discbut pamong desa”.
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6.

Osamu Seirei Nomor 7 Tahun 1944 tentang Pemilihan dan Pemecatan
Kuco

Pasal 1:

“Yang dimaksud dengan kuco dalam undang-undang ini ialah kepala ku yang

diangkat dengan jalan pemilihan menurut peraturan dahulu™,

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja (LN tahun
1965 Nomor 2779)

Pasal 7 :

“Alat-alat kelengkapan desapraja terdiri dari Kepala Desapraja. Badan
Musyawarah Desapraja, Pamong Desapraja, Panitera Desapraja, Petugas

Desapraja dan Badan Pertimbangan Desapraja”,

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (LN
RI Tahun 1979 Nomor 56, TLN Nomor 3153)

Pasal 3 ayat (1):

Pemerintah Desa terdiri atas

a. Kepala Desa

b. Lembaga Musyawarah Desa

Pasal 3 ayat (2):

Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat desa

Pasal 3 ayal (3)

Perangkat Desa terdiri dari

a. Sekretariat Desa

b. Kepala Dusun

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(LN RI tahun 1999 Nomor 60, TLLN Nomor 3839)

Pasal 94 :

“Di desa dibentuk pemerintah desa dan Badan Perwakilan Desa yang

merupakan pemerintahan desa”.

s S
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Pasal 95 avat (1) :
“Pemerintah desa terdin atas kepala desa atau disebut dengan nama lain dan
perangkat desa”.

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(LN RI 2004 Nomor 125, TLN RI Nomor 4437 )
Pasal 200 :
“Dalam pemerintahan dacrah kabupaten/kota di bentuk pemerintahan desa
yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa”.
Pasal 202 ayat (1) :
Pemerintahan desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa
Pasal 202 ayat (2) :
Perangkat desa terdin dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya
Pasal 216 ayat (1) :
Pengaturan lebih lunjul mengenai desa ditetapkan dalam peraturan daerah
yang berpedoman pada peraturan pemerintah
Pasal 216 avat (2) .
Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengakui dan
menghormati hak, asal usul dan adat 1stiadat desa.
Pasal 238 ayat (1) :
Semua Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerintahan
dacrah sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan undang-

undang ini dinyatakan tetap berlaku

8. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum
Peraturan Mengenai Desa (LN Rl tahun 2001 Nomor 142, TLN Nomor
4155)

Pasal 7 avat (1) :
* Di desa dibentuk pemerintah desa dan Badan Perwakilan Desa yang
menyelenggarakan pemerintahan desa”™

Pasal 7 ayat (2) :
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* Pemerintah desa terdiri dari kepala desa atau disebut dengan nama lain dan

perangkat desa”

9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (LN RI
tahun 2005 nomor 158, TLN Nomor 4437)
Pasal 11 :
Pemerintahan desa terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan
Desa
Pasal 12 ayat (1) ;
Pemerintah desa schagaimana dimaksud dalam pasal 11 terdiri dari kepala
desa dan perangkat desa
Pasal 12 ayat (2) :
Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sekretaris

desa dan perangkat desa lainnya

2.3 Landasan Teori
2.3.1 Pengertian Desa
Desa adalah berasal dari bahasa Jawa, yang menunjukan suatu bentuk
satuan masyarakat hukum adat Jawa, namun telah diterima dan lazim digunakan
dalam kehidupan schari-hari, dalam dunia ilmu pengetahuan dan perundang-
undangan (Ndraha,1991:16). Menurut Pasal | Huruf a Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, menyebutkan bahwa ¢
“Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai
kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum
yang mempunyat organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah
camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan

Negara Kesatuan Republik Indonesia™,
Menurut Pasal 1 huruf o Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, menyebutkan

bahwa:

* Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah
Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan
adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintahan Nasional dan
berada di daerah kabupaten™


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

12

Menurut Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001
tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa, menyebutkan bahwa :

* Desa selanjutnva disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat
yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di Daerah
Kabupaten™.

Menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, disebutkan

bahwa:

“Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa,
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia™

Menurut Pasal | angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang

Desa, menyebutkan bahwa:

“ Desa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah,
kesatuan masvarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang
Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik™.

Dari pengertian desa di atas maka perumusan tentang desa harus mengandung

hakekat desa dun harus berintikan unsur desa yang berfungsi sebagai syarat yang
harus dipenuhi untuk eksistensi atau terbentuknya desa. Adapun unsur desa
tersebut adalah:
1. Wilayah desa
Yang menjadi wilayah desa harus nerupakan bagian dari wilayah kecamatan,
2. Penduduk desa
Yang dimaksud penduduk adalah mereka yvang bertempat tinggal di desa
selama beberapa waktu berturut-turut, misalnya empat bulan, penduduk ini
harus didaflarkan dan bagi yang berusia 17 tahun keatas atau sudah menikah.
3. Pemerintah desa
Pemerintah desa terdin atas kepala desa dan atau disebut dengan nama lain
yang melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat desa yang terdini atas

sekretaris desa dan perangkat desa lainnya (Sunardjo, 1984:21).


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

13

2.3.3 Pengertian Pemerintah Desa
Menurut Ndraha (1991:35) bahwa :

“Pemerintah desa sebagai alat pemerintah ialah satuan organisasi terendah
Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan asas dekosentrasi yang
ditempatkan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pemerintah
wilayah kecamatan yang bersangkutan™.

Sedangkan menurut (Saparin,1986:30) bahwa :

“Pemerintah Desa adalah merupakan simbol formal daripada kesatuan
masyarakat desa. Pemerintah desa scbagai badan kekuasaan terendah, selain
memiliki wewenang asli untuk mengatur rumah tangganya sendiri juga
memiliki wewenang dan kekuasaan sebagai pelimpahan secara bertahap
dari pemerintah di atasnya”.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 1

angka 7 disebutkan bahwa pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain
adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan
pemerintahan desa.

Dalam pelaksanaan tugasnya pemerintah desa dibantu oleh perangkat desa.
Kepala desa sebagai orang pertama pengemban tugas dan wewenang yang berat,
karena merupakan penyelenggara penanggung jawab utama dibidang pemeriniah
dan pembangunan kemasyarakatan dan urusan pemerintahan umum termasuk
pembinaan ketentraman dan ketertiban, disamping itu kepala desa juga
mengembangkan semangat membangun yang dijiwai oleh azas-azas usaha
bersama dan kekeluargaan. Dengan beratnya beban tugas kepala desa maka dalam
menjalankan tugas dan kewajibannya kepala desa sebagai penanggung jawab
utama di bidang pembangunan di bantu oleh lembaga sosial desa.

Dengan bantuan tersebut diharapkan kepala desa dapat menyelenggarakan
pimpinan dan pemerintahan desa dengan baik, serasi, seimbang dengan perputaran
roda pemerintahan dari atas sampai bawah. Scbanding dengan berat dan beban
tugas kepala desa dan pembantunya maka perlu ditekankan perlunya pemenuhan

persyaratan tertentu bagi kepala desa dan pembantunya.

2.3.2 Pengertian Pemerintahan Desa
Pemerintahan Desa adalah kegiatan dalam menyelenggarakan pemerintahan

yang dilaksanakan oleh organisasi pemerintah yang terendah di bawah camat dan
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memiliki hak untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri (Sunindhia
1996:19). Pengertian mengenai wewenang otonomi pemerintahan desa (berhak
mengatur rumah tangganya sendiri) tidak dapat disamakan dengan pengertian
wewenang otonomi yang dimiliki Pemerintah Daerah Tingkat | atau Daerah
Tingkat Il pada pemerintah Propinsi atau Kabupaten. Hak menyelenggarakan
rumah tangganya ini bukan hak otonomi schagaimana dinyatakan dalam undang-
undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Berdasarkan pengertian di
atas penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut dilakukan oleh pemerintah desa,
agar mampu menggerakkan masyarakal untuk berpartisipasi dalam pembangunan
dan mampu menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa vang semakin
meluas dan efektif. Sasaran tersebut menyelenggarakan rumah tangganya sendiri
dalam arti mampu membiayai Kegiatan rutin dan pembangunan serta pelayanan
kepada masyarakat.
Sasaran dan twjuan dimaksud sejalan dengan peranan dan fungsi desa yang
punya nilai strategis vaitu:
4, desa merupakan basis sumber data maupun informasi bagi penyelenggaraan
pemerintzhan dan pemerintahan secara Nasional;
b,  desa merupakan benteng yang harus diamalkan dalam pengamalan
pancasila;
¢.  desa merupakan ajang pembinaan dan peningkatan jiwa gotong royong
nasional di segala bidang baik dibidang pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan;
d.  desa merupakan tempat pembinaan dan pengalaman partisipasi masyarakat
di segala bidang haik dibidang pemerintahan dan masyarakat;
¢.  dess merupakan pusat pembinaan  kesatuan bangsa dalam rangka
memperkokoh ketahanan nasional (Direktorat Jendral Pemerintahan Umum
dan Otonomoi Daerah, 1986:2)
Sedangkan dalam hal pemerintahan sendiri menurut Pasal 94 Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999, di desa dibentuk Pemerintahan Desa dan Badan
Perwakilan Desa yang merupakan pemerintahan desa. Pemerintahan desa selain

diatur dalam Undang-1'ndang Nomor 22 Tahun 1999 juga diatur dalam Pasal 200
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu
dalam pemerintahan desa kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri
dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Menurut Peraturan Pemenintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 1
angka 6 disebutkan bahwa :

“Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati
dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

2.3.4 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan fenomena yang kompleks
yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran maupun sebagai hasil dan
proses penyelengaraan pada sesuatu hal akan berbeda beda tergantung pada sifat
kebijukan yang dilaksanakan. Macam-macam keputusan yang berbeda akan
menunjukan karakteristik, struktur-struktur dan hubungan-hubungan antara faktor-
faktor yang mempengaruhi penvelenggaraan kebijakan publik schinga proses
penyelenggaraanpun jugi akan mengalami perbedaan,

Penyelenggara pemerintah desa dipandang dalam pengertian yang luas
merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai sektor organisasi, prosedur
tehnik yang bekerja bersama sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih
dampak atau tujuan yang diinginkan,

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan tindakan yang nyata dari
suatu rencana. Penyelenpgarsan pemerintahan  desa juga merupakan  suatu
rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat
schingga kebijakan terscbut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan
(Syaukani, GalTar dan Rasvid, 2002:295),

Penyelenggara pemerintahan desa adalah pemerintah desa. Pemerintah
desa tersusun di dalam suatu organisasi, organisasi itu haruslah sederhana dan
efektif. Hal itu perlu diperhatikan, mengingat kenyataan bahwa di desa tidak ada
lagi instansi sektoral atau instansi vertikal, Jumlah pemuka masyarakat juga amat

terbatas jumlahnya. Untuk apa diciptakan banyak jabatan kalau orungnya sama
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(Ndraha, 1991:25). Sederhana antara lain berarti mudah disesuaikan dengan
kebutuhan dan kondisi setempat, dalam hubungan ini yang diseragamkan ialah
struktur minimalnya. Struktur minimal itu haruslah mengandung atau terdiri atas
ke tiga unsur-unsur organisasi, vaitu kepala desa, kepala atau staf, pelaksana

teknis fungsional dan territorial.
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PEMBAHASAN

LN | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tegowangi Sebelum Berlaku
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah

3.1.1 Masa Pemerintahan Hindia Belanda

Penyelengaraan pemerintahan desa bersumber pada peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan desa, sedangkan peraturan perundang-undangan
tentang desa itu sendiri telah mengalami banyak perubahan yang disesuaikan
dengan perkembangan dan keadaan masyarakat yang terjadi pada saat itu.

Perubahan peraturan perundang-undangan terjadi baik sebagian maupun

keseluruhan tentang penyelengarsan pemerintahan desa. Inlandshe Gemeente

Ordonnantie (1GO) adalah salah satu peraturan perundang-undangan mengenai

penyelenggaraan pemerintahan desa yang ada pada zaman penjajahan Belanda

yang berlaku sampai memasuki zaman kemerdekaan RIL

Klintjes (dalam Sunaningrat, 1992:79) mengatakan bahwa .

Desa dibiarkan mempunyai wewenang untuk mengurus rumah tangganya
menurut kehendaknya, di bidang kepolisian maupun pengaturan tetapi dalam
penyelenggaraannya desa tidak bebas sepenuhnya. Desa diberi otonomi dengan
memperhatikan peraturan yang dibuat oleh Gubernur Jendral, Kepala Wilayah
atau Pemerintah dari kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri. yang ditunjuk
dengan ordonantic.

Menurut Surianingrat (1992:79), merupakan bukti lagi bahwa desa telah ada,

telah berjalan baik, dengan organisasi pemerintahan yang berwibawa, mempunyai
otonomi dan memprakickkan demokrasi jauh sebelum kedatangan orang Belanda
di Indonesia, 1GO hanva berupa pengakuan dan pemberian dasar hukum terhadap
desa. Desa secara resmi menjadi badan hukum. Di dalam bidang yang bukan adat,
tindak tanduk desa mempunyai kehuatan dan berdasarkan hukum.

Menurut Surianingrat (1992:81) tiga unsur pokok pada pemerintahan desa
dalam masa Hindia Belanda yaitu pertama kepala desa, kedua pamong desa,
ketiga rapat desa. Di Desa Tegowangi masing masing unsur di atas mempunyai

peranan penting dalam pelaksanaan suatu pemerintahan desa. Kepala desa adalah
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penguasa tunggal dalam pemerintahan desa, bersama sama dengan pembantunya
kepala desa merupakan Pamong Desa. la bertugas sebagai pelaksana
penvelenggara urusan rumah tangga desa, disamping itu kepala desa juga
menyelenggarakan urusan pemerintahan desa. Dengan demikian dalam
pelaksanaan tugasnya kepala desa mempunyai batas-batas tertentu, ia tidak dapat
menuruti keinginamya sendiri. Dalam membuat peraturan desa, kepala desa
hendaknya meminta pendapat desa atau masyarakat dalam rapat desa, khususnya
mengenai urusan yang menyangkut desa dan bersifat penting. Dalam urusan desa
hanya terbatas kepada urusan rumah tangga desa misalnya pembagian tanah desa,
dinas desa, pemeliharaan masjid, jalan desa dan pekerjaan umum lainnya.
Pembuatan peraturan yvang bersangkutan dilakukan sesuai dengan hukum adat,
yang sering kali tidak tertulis dan kadang-kadang merupakan bagian dari hukum
agama atau lembaga lain,

Berdasarkan wawancara dengan tokoh Desa Tegowangi pada tanggal 22
jumi 2006 dapat diketahui bahwa kepala desa mewakili desa di dalam dan diluar
hukum dan dapat melakukan tuntutan dan dapat pula dituntut. Kepala desa
bertanggung jawab atas kelancaran penyelenggaraan rumah tangga desa dan
sepala sesuatu yang bersangkutan dengan Pemerintahan Desa, kecuali jika urusan
tersebut diserahkan kepada pihak lain. Kepala desa juga bertanggung jawab dalam
pembangunan dan pemeliharaan pekerjaan umum desa, seperti jembatan, jalan,
saluran air, dan sebagainya. Tugas dan wewenang Kepala Desa menurut 1GO
yang dibuat sebelum Indonesia merdeka dan berpedoman kepada pembedaan
urusan rumah tangga dan urusan pemerintah umum (Surianingrat, 1992:98)
adalah:

. bertanggung jawab atas kelancaran penyelengaraan urusan-urusan:

. bertanggung jawab atas pemeliharaan lembaga-lembaga desa;

. bertanggung jawab atas pengurusan Keuangan desa;

. bertanggung jawab atas milik dan kekayaan desa sesuai dengan peraturan-
peraturan dacrah;

5. bertanggung jawab atas pembangunan dan pemeliharaan pekerjaan umum desa

sesual dengan peraturan yang berlaku:
6. mengenai urusan-urusan yang penting sedapat mungkin kepala desa harus
bermusyawarah dengan pamong desa vang lain;

fa Lad B —
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7. berwenang untuk memanggil penduduk desa untuk melaksanakan pekerjaan
desa;

8. memimpim rapat desa;

9. mengambil putusan dan tindakan-tindakan penting vang bersangkutan dengan
desa setelah memperoleh persetujuan rapat desa ;

10. mengadakan perusahaan desa untuk memperoleh penghasilan desa misalnya
tempat pemandian air panas dan sebagainya;

I1. segala kewenangan yang telah ada menurut hukum dan adat tetap

menjadikewenangan kepala desa;
12. melaksanakan tugas pembantuan bagi daerah tingkat I, misalnya memungut
pajak;

13. menerima urusan tertentu dari daerah tingkat 11 untuk dijadikan
urusanrumahtangga desa;

14. wajib melaksanakan tugas pembantuan dari Instansi Pemerintah:

I5. menyelenggarakan dan mengatur urusan rumah tangga desa antara lain:

menyusun dan melaksanakan Anggaran Belanja Desa;

menerima bantuan;

menerima uang jasa dari jual beli tanah;

menerima iuran desa,

menerima imbalan dan jasa pemerintah desa;

penandatanganan wesel pos, keterangan-keterangan permohonan pinjam

uang ke bank dan tugas lain berbentuk jasa.

Tugas dan wewenang kepala desa tersebut di atas juga dilaksanakan di

mo oo oe

Desa Tegowangi. Berdasarkan wuawancara dengan tokoh masyarakat desa
Tegowangi Ibu M pada tanggal 29 April 2005 dapat diketahui susunan pemerintah
desa yang ada di Desa Tegowangi, Kecamatan Pelemahan, Kabupaten Kediri
besumber pada  IGO, yang digunakan acuan pemerintahan desa sebelum
keluarnya Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa,
terdiri dari carik., kami tuwo, jogo boyo, bayan, jogo tirto, modin. Di desa
Tegowangi tugas Carik pada saat it adalah bagian kearsipan atau juru tulis. Kami
tuwo tugasnya adalah sebagai sesepub kampung. Jogo Boyo bertugas menjaga
ketertiban di desa. Jogo Tirto bertugas mengurus masalah pengairan di desa.
Modin menangani urusan keagamaan di Desa Tegowangi. Pada saat penjajahan
Belanda pada hakekatnya Desa Tegowangi pemerintahannya berdasarkan 1GO,
Pendapatan Kepala Desa Tegowangi saat itu berasal dari hasil tanah bengkok
yaitu tanah desa yang diberikan kepada kepala desa selama dia bertugas menjadi
kepala desa yang dengan luas sekitar 9 Hektar, sedangkan untuk pamong desa

jumlahnya beragam terpantung dari jabatannya.
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Jabatan Kepala Desa Tegowangi tidak berdasarkan pada keturunan tetapi
diangkat oleh Pemerintah Hindia Belanda dengan masa jabatan vang tidak
ditentukan. Selain itu seorang kepala desa tidak boleh merangkap jabatan lain dan
bukan seorang pegawai negeri schingga dia tidak mempunyai gaji. Dalam susunan
pemerintahan desa, jumlah pegawai, jenis pekerjaan masing-masing pegawai
maupun nama jabatan sangat berlainan vang disesuaikan dengan adat istiadat dan

kemampuan serta kebutuhan desa.

3.1.2 Masa Penjajahan Jepang

Setelah masa pemerintahan Hindia Belanda berakhir di Indonesia yang
berlangsung selama 350 tahun dilanjutkan dengan masa penjajahan Bala Tentara
lepang yang dimulai pada bulan Maret 1942 sampai dengan 14 Agustus 1945,
Pada masa itu tidak ada usaha-usaha untuk mengubah secara total IGO yang
nyata-nyata sebagai produk musuh Jepang sendiri vaitu Belanda. Pemerintah
militer Jepang hanya mengeluarkan sebuah peraturan setaraf dengan ordonantie
Belanda, yang dikenal dengan nama Osami Seirei Nomor 7 Tahun 1944 tentang
Pemilihan dan Pemecatan Kuco yang mulai berlaku tanggal 1 Maret 1944, Dalam
Osamu Seirei Nomor 7 tahun 1944  hanya terdapat satu hal vang baru yaitu
perubahan masa jabatan kepala desa dari 10 tahun menjadi 4 tahun. Dengan
demikian pelaksanaan pemerintahan desa tetap berdasarkan pada aturan-aturan
yang terdapat dalam GO kecuali ada perubahan yang telah disebut di atas.
Meskipun terjadi perubahan  peraturan, Desa Tegowangi tetap masih
menjalankan pemerintahan berdasarkan 1GO. Desa Tegowangi tidak mengubah
sama sekali perangkat-perangkatnya demikian pula penyebutannya. Hanya saja
ada sedikit penambahan yaitu pada saat itu dibentuk rukun tetangga, yang dalam
bahasa Jepang discbut Kei. Kei pada saat itu berada dibawah pengawasan kami
tuwo. Mengenai masa jabatan kepala desa berubah menjadi 4 tahun disesuaikan
dengon peraturan yang baru. Jadi pada zaman penjajahan Jepang di Desa
Tegowangi dalam menjalankan peraturan tentang desa tidak sepenuhnyn sesuai
dengan Osamu Seirei, hanya sebatas peraturan pokok yang dianggap penting

misalnya tentang masa jabatannya.
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3.1.3 Masa Setelah Kemerdekaan

Penjajahan Jepang di Indonesia tidak berlangsung lama yaitu yang dimulai
pada tahun 1942 dan berakhir pada tahun 1945, Setelah Proklamasi kemerdekaan
17 Agustus 1945 Negara Indonesia menjadi suatu negara vang bebas dan
merdeka. Berarti Indonesia telah bebas untuk menentukan nasibnya sendiri
demikian juga dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Tetapi sebelum Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 1965 berlaku, Pemerintah Desa Tegowangi dalam
melaksanakan pemerintahannya untuk sementara menggunakan 1GO dan Osamu
Seirei Nomor 7 Tahun 1944, Hal tersebut dilakukan agar Desa Tegowangi
mempunyai pedoman dalam menjalankan pemerintahannya. Pada Tahun 1965
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja sebagai Bentuk
Peralihan Umum Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat 11 di seluruh
wilayah Republik Indonesia disahkan. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun
1965 tugas dan wewenang desa praja adalah:

1. desapraja berhak dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangga
daerahnya (Pasal 34 ayat (1));

2. desapraja diwajibkan melaksanakan tugas pembantuan dari Instansi-
instansi Pemerintah atasannya ( Pasal 36 ayat (1));

3. suatu  organisasi  kemasyarakatan yang daerah organisasinya dan
pekerjunanya bersifut mendatar hanya terbatas dalam daerah Desapraja
dapat diberi tugas pembantuan untuk menyelenggarakan sesuatu tugas dan
kewenangan desapraja (Pasal 37 avat (1)),

4. desapraja berwenang mengatur dan mengawasi serta memberikan bantuan-
bantuan  yang perlu kepada organisasi organisasi kemasyarakatan yang
daerah organisasi-organisasi yang termaksud dalam ayat (1) (Pasal 37 ayat
(2)):

5. desapraja berwenang mengambil keputusan-keputusan untuk kepentingan
rumah tangga duerahnya dan menjalankan peraturan-peraturan vang

pelaksanaanya ditugaskan kepada desapraja(Pasal 38 ayat (1));
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6. desapraja dapat mengusahakan dan membela kepentingan desapraja dan

penduduknya kehadapan pemerintah daerah atasanya(Pasal 40);

Menurut Pasal 7 Undang-lIndang Nomor 19 Tahun 1965 pada dasamya alat
kelengkapan desapraja (pemerintahan desapraja) terdiri dari Kepala Desapraja,
Badan Musyawarah Desa, Pamong Desapraja, Panitera Desapraja, Petugas
Desapraja dan Badan Pertimbangan Desapraja (BPD). Menurut Pasal |1
disebutkan bahwa kepala desapraja tidak diperbolehkan merangkap suatu jabatan
dan dalam Pasal 13 discbutkan penghasilan kepala desapraja dimasukkan dalam
anggaran keuangan desapraja. Apabila kepala desapraja berhelangan atau tidak
dapat melaksanakan tugas kewajibanya menurut Pasal 16 ayat (1) dia diwakili
oleh seorang pamong desapraja sesuai dengan adat kebiasaan setempat .

Dalam Pasal 18 Undang-Undang 19 Tahun 1965 juga di sebutkan mengenai
syarat-syarat untuk menjadi anggota Badan Musyawarah Desapraja yaitu minimal
harus berumur 21 tahun, bertempat tinggal pokok di desa vang bersangkutan,
cakap membaca dan menulis huruf latin, sedang tidak dipecat dari hak memilih
dan dipilih, menyetujui Undang-Undang Dasar 1945, dan tidak menjadi anggota
atau bekas anggota suatu partai atau organisasi yang menurut peraturan
perundang-undangan dilarang.

Dalam membantu tugas kepala desapraja dalam melaksanakan kegiatan,
dibentuklah pamong desapraja. Menurut Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 1965 disebutkan bahwa pamong desapraja adalah vang
mengepalai suatu dukuh dalam lingkungan daerah desapraja yang masa jabatanya
paling lama 8 tahun. Pamong desapraja adalah penduduk dukuh vang
bersangkutan, dipilih oleh BMD dari sckurang kurangnya 2 dan paling banyak 3
calon yang digjukan oleh kepala desapraja. Penghasilan pamong desapraja
besamya dimasukan dalam anggaran keuangan desapraja. Dalam pelaksanaan
pemerintahan desapraja untuk alat kelengkapannya juga dibantu oleh panitera,
petugas dan pegawai desapraja.

Menurut Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965
tentang Desapraju disebutkan bahwa panitera desapraja adalah pegawai desapraja

yang memimpin penyelenggaraan tata usaha pemerintahan desapraja dan kepala
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pegawai desapraja dipimpin langsung oleh kepala desapraja dengan persetujuan
BMD. Apabila diperlukan kepala desapraja dapat mengangkat pegawai pembantu
desapraja. Penghasilan panitera dan pegawai desapraja dimasukan dalam anggaran
desapraja.

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 menyatakan bahwa
petugas desaparaja bertugas melakukan tugas tertentu dalam hal-hal yang
bersangkutan dengan urusan rumah tangga, keamanan, pengairan atau lain-lain
menurut adat istiadat setempat, bahwa kedudukan mereka adalah untuk membantu
kepala desapraja dan pamong desapraja dalam menyelenggarakan urusan rumah
langga desapraja. Petupas tersebut diangkat dan diberhentikan oleh kepala
desapraja dengan persetujuan Badan Musyawarah Desapraja. Penghasilannya
dimasukan dalam anggaran keuangan desapraja.

Alat kelengkapan desapraja vang terukhir adalah Badan Pertimbangan
Desapraja atau disingkat dengan BPD. Tugas BPD adalah memberikan naschat
yang diminta atau vang tidak diminta oleh kepala desapraja.

Pada dasarnya kewenangan dar desapraja adalah seperti yang diatur dalam
Pasal 34 Undang-Undang 19 Tahun 1965, yaitu;

(1)  berhak dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah-tangga
daerahnya;

(2) segala tugas kewenangan yang telah ada berdasarkan hukum adat atau
peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan daerah atasan
yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini
tetap  menjadi tugas kewenangan desapraja sejak saat berlakunya
undang-undang ini.

(3) dengan sesuatu peraturan-perundangan atau peraturan daerah atasanya
tugas kewenangan desapraja termasuk dalam ayat (2) dapat diubah,
dikurangi atau ditambah,

Di Desa Tegowangi dalam menjalankan pemerintahan desa tidak berdasarkan

Undang —Undang Nomor 19 Tahun 1965. Untuk menjalankan pemenntahan desa
berpedoman pada 1GO dan Osamu Sirei, Hal ini terjadi karena sebelum Undang-
Undang Desapraja berluku efektifknf di Tegowangi sudah dicabut. Olch, karena
itu pada saat berlakunya Undang-Undang DesaPraja, Desa Tegowangi masih
menggunakan peraturan  yang lama (IGO dan Osamu Seirei). Perangkat-
perangkatnya juga masih menggunakan perangkat desa yang lama. Demikian juga

penghasilan dan penyebutan dari perangkat desa masih tetap sama seperti zaman
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penjajah Belanda, yang diubah adalah istilah-istilah yang menggunakan istilah
Jepang misalnya Kuco untuk kepala desa dan kei untuk untuk rukun Warga.

Pada tahun 1965 Desa Tegowangi mengadakan pemilihan kepala desa
untuk menggantikan kepala desa yang diangkat sementara pada tahun 1962 karena
kepala desa yang lama terlibat suatu kasus sebelum masa jabatannya habis.
Akhimya pada saat pemilihan kepala desa pada tahun 1965 itulah terpilih Kepala
Desa Tegowangi yang baru. Dia adalah seorang tentara vang bertugas di Desa
Tegowangi untuk menjadi kepala desa. Namun pada saat pemilihan kepala desa,
Desa Tegowangi tidak berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965
melainkan berdasarkan 1GO peninggalan zaman Hindia Belanda,

J.14  Masa Berlaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang
Pemerintahan Desa
Undang-Undang Desapraja tidak berumur lama sebab orde baru lahir,
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 dianggap jiwanya dan sistem
pengaturannya akan dapat membawa ke arah ketidakstabilan politik di desa-desa
(Sunadjo, 1984:18). Oleh karena itu, undang-undang desapraja ini dinyatakan
tidak berlaku lagi olch  Undang-Undang Nomor 6 tahun 1969 sampai ditetapkan
undang-undang yang baru. Pada saat mulai berlaku Undang-Undang Nomor §
Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, maka Undang-Undang Nomor 1965
tidak berlaku lagi.
Undang-Undang No 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (LN Tshun
1979 Nomor 56, TLN Nomor 3153) mengarah pada penyeragaman bentuk dan
susunan pemerintahan desa dengan corak nasional yang menjamin terwujudnya
demokrasi Pancasily secara nyata, dengan menyalurkan pendapat masyarakat
dalam wadah Lembaga Musyowarah Desa (Penjelasan Umum Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1979). Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun
1979 tentang Pemerintahan Desa discbutkan bahwa pemerintah desa terdiri atas:
a. Kepala Desa ;

b. Lembaga Musyawarah Desa (LMD).
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Pasal 3 ayat (2) discbutkan pemerintah desa dalam pelaksanaan tugasnya dibantu
oleh perangkat desa. Pasal 3 ayat (3) Perangkat desa terdiri atas sekretariat desa
dan kepala-kepala dusun. Pasal 15 ayat (1) sekretariat desa terdiri atas sekretaris
desa dan kepala-kepala urusan. Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 tahun

1979 kepala desa menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan

pemerintahan desa yaitu menyelenggarakan rumah tangganva sendiri dan

merupakan  penyelenggara dan  penanggung jawab utama di bidang
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan
urusan pemerintahan desa, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan
kententraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan vang
berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat
sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan desa. Untuk menjalankan hak dan
wewenangnya serta kewajiban pimpinan pemerintahan desa, kepala desa
bertanggung jawab kepada pejabat yang mengangkat melalui camat dan
memberikan  keterangan  pertanggung  jawaban tersebut  kepada Lembaga

Musyvawarah Desa.

Sebagai pelaksana pemerintahan desa Kepala Desa mempunyai hak dan
kewajiban sebagaimana tesebut di atas. Oleh Karena itu ada hak dan kewajiban
Kepala Desa yaitu:

I). Hak dan kewajiban kepala desa dalam  menyelenggarakan urusan rumah
tangganya sendini di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan
adalah sebugai berikut:

a. mengajukan penealonan pengangkatan atau pemberhentian perangkat desa
kepada pejabat vang berwenang,

b. mewakili desanya di dalam dan diluar pengadilan;

¢. menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili desanya di dalam dan
diluar pengadilan ;

d. pengatur tata tertib penyelengaraan administrasi pemerintahan dan
pembangunan desa;

¢. mewakili desanya dalam rangka bekerja sama desa lain,
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2). Hak dan kewajiban kepala desa sebagai penyelenggara dan penanggung jawab
utama di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam
penyelenggara urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan umum yaitu:

a.  melaksanakan peraturan perundang-undangan dari pemerintah pusat dan
pemerintah daerah;

b. menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan yang dibebankan oleh pemerintah pusat dan pemerintah
daerah;

c. mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari pemerintah pusat dan
pemerintah daerah (Direktorat Jendral Pemerintghan Umum dan
Otonomi Daerah, 1986:15)

Selain memiliki hak dan kewajiban kepala desa juga memiliki tugas dan

wewenang. Tugas dan wewenang kepala desa adalah:

1). menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, menjalankan urusan
pemerintahun,  pembangunan  dan  pembinaan  masyarakat  dan
menumbuhkan serta mengembangkan semangat gotong royong mayarakat
sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa.;

2). menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara
dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan dalam rangka menyelenggarukan urusan pemerintahan
desa, urusan pemerintahan daerah dan urusan pemerintahan umum
termasuk  pembingsan  kentrentraman  dan  ketertiban  sesuai  dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta
mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat sebagai sendi utama
pelaksanaan pemerintahan desa (Direktorat Pemerintahan Umum dan
Otonomi Daerah, 1989:15).

Dari uraian di atas tugas dan wewenang kepala desa ada 2 macam yaitu:

[. tugas dan wewenang yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan rumah
tangganya sendiri di bidang pemerintahan. pembangunan, kemasyarakatan
adalah:


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember 27

a. menyelenggarakan Rapat Lembaga Musyawarah Desa sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

b. menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui
lembaga ketahanan masyarakat desa;

¢. mengadakan pungutan-pungutan terhadap masyarakat desa;

d. menumbuhkan dan mengembangkan jiwa gotong royong;

e. mengembangkan pembinaan adat istiadat;

. menetapkan keputusan-keputusan kepala desa sebagai pelaksana
dari keputusan tertentu.

2, tugas dan wewenang yang berkaitan  dengan penyclenggaraan dan
penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah
dan urusan pemerintahan umum adalah:

pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayah desanya;
pembinaan idicologi negara, politik dalam negeri dan kesatuan
bangsa di wilayah desanya;
pembinaan tertib pemerintahan di wilayah desanya:
d. pembinaan tugas-tugas pemerintahan lainnya yang ditugaskan oleh
pemerintah dan pemerintah daerah;
¢. menyelenggarakan koordinasi masyarakat desa (Direktorat Jendral
Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam
Megeri, 1986:16)
Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Tegowangi Bapak ST, pada tanggal
8 Juni 2006, Desa Tegowangi mengadakan pilihan kepala desa lagi pada tahun
1975, Pada saat ity memang masa jabatan kepala desa yang lama sudah berakhir,
dia menjabat scjak tahun 1965. Kepala desa vang lama masa jabatannya selama 10
tahun, hal itu sesuai dengan ketentuan 1GO yang menyatakan masa jabatan kepala
desa adalah 10 tahun.
Seluin kepala desa, pemerintah desa juga terdiri dari Lembaga Musyawarah
Desa. Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa atau disingkar LMD dan
keanggotaannya dimusyawarahkan oleh kepala desa dengan  pemuka-pemuka
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masyarakat di desa yang bersangkutan. Sedangkan yang dimaksud pemuka
masyarakat adalah pemuka masyarakat yang diambilkan antara lain dari kalangan
adat, agama, kekuatan sosial, politik dan golongan profesi yang bertempat tinggal
di desa dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 17 dan penjelasannya
dapat disimpulkan bahwa LMD merupakan lembaga permusyawaratan ataw
permufakatan dari pemuka pemuka masyarakat yang ada di desa yang
bersangkutan yang keputusannya ditetapkan berdasarkan musyawarah dan
mufakat dengan memperhatikan sungguh sungguh kenyataan yang hidup dan
berkembang di dalam masyarakat desa yang bersangkutan, Lembaga ini berfungsi
untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di desa yang
bersangkutan (Direktorat Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
1986:30).

Jumlah anggota LMD sedikitnya adalah 9 orang dan paling banyak adalah
I5 orang tidak termasuk ketua dan sekretaris, Pengurus LMD terdiri dari:
ketua LMD yang dijabat oleh kepala desa;

i

sekretaris yang dijabat oleh sekretaris desa;

L]

ketua bidang pemerintahan yang dijabat oleh salah satu anggota LMD,

B

ketua bidang pembangunan ;

[

ketua bidang kemasyarakatan,
Di Desa Tegowangi jumlah anggota Lembaga Musyawarah Desa terdiri dari 1
orang ketua, 2 orang wakil ketua dan 9 orang anggota. Para anggota, ketua,
sckretaris dan ketua bidang dalam LMD disahkan dengan Keputusan Bupati
Kepala Daerah  Tingkat [I Kedir. Sesuai dengan peran LMD dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa. maka LMD mempunyai tugas dan fungsi
sebagai berikut:

l. lembaga musyawarah desa mempunyai kedudukan sebagai wadah

permusyawaratan dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa;
2. dalam kedudukan tersebut lembaga permusyawaratan desa mempunyai

tugas:
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a. membahas rencana keputusan desa yang disampaikan oleh kepala
desa untuk ditetapkan menjadi putusan desa;

b. melaksanakan pelaksanaan pencalonan dan pemilihan kades dalam
kedudukanya sebagai panitia pencalonan dan pelaksanaan
pemilihan kepala desa;

¢, menampung dan menyalurkan aspirasi dari pendapat masyarakat di
desa yang bersangkutan;

d. memberikan pertimbangan kepada kepala desa terhadap calon
sekretaris desa, kepala urusan maupun kepala dusun.

3. untuk menjalankan tugas tersebut LMD mempunyai fungsi melaksanakan
kegiatan musyawarah, dalam rangka penetapan kebijaksanan pemerintahan
desa melalui keputusan desa.

Menurut Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, dalam
melaksanakan tugasnya kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa
menurut Pasal 3 avat (3) terdini atas sekretariat desa dan kepala-kepala dusun.
Berdasar Pasal 15, sekretariat desa terdiri atas sekretaris desa dan kepala-kepala
urusan. Sekretaris desa dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh kepala urusan,
Di desa Tegowangi, ada dari 5 kepala urusan (kaur), yaitu:

I. kepala urusan pemerintahan;

2. kepala urusan pembangunan;

3. kepala urusan kesra;

4. kepala urusan keuangan;

5. kepala urusan umum.

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Desa Tegowangi Bapak SP pada
tanggal 15 Juni 2006, diketahui bahwa di Desa Tegowangi pengangkatan Kepala
Urusan (kaur) dilakukan melalui tes tertulis, Kepala Desa berhak mengajukan
calon yang akan dijadikan kaur. Meskipun demikian yang diajukan kaur oleh
kepalu desa tidak tentu lulus tes tertulis. Namun pada kenyataannya di Desa

Tegowangi kaur yang dicalonkan kepala desa 90% dapat menjadi kaur,
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Kepala dusun berkedudukan schagai pelaksana tugas kepala desa di
wilayahnya. Tugas kepala dusun itu sendiri adalah melaksanakan tugas di wilayah
kerjanya. Tugas dan fungsi kepala dusun adalah:

I. melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan:
2. melaksanakan keputusan desa di wilayah kerjanya;
3. melaksanakan kebijakan kepala desa (Direktorat Pemerintahan Umum dan
Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri, 1986:12)
Di Desa Tegowangi ada 7 Dusun, yang setiap dusun dibagi lagi menjadi Rukun
Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT).

3.2 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tegowangi setelah Berlakunya

Undang-Undung Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
3.2.1 Masa berlaku Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

Menurut Pasal 94 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (LN Tahun 1999 No. 60, TLN No. 3839) disebutkan bahwa
di desa dibentuk pemerintah desa dan badan perwakilan desa vang merupakan
pemerintahan desa. Kemudian menurut Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor
22 Tahun 1999 bahwa pemerintah desa terdiri atas kepala desa atau vang disebut
dengan nama lain dan perangkat desa. Di Kabupaten Kediri Peraturan Daerah
vang mengatur mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
adalah Peraturan Dacrah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2000, Di dalam Pasal
4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2000 disebutkan
bahwa kepala desa merupakan pemimpin pelaksanaan dalam pemerintahan desa
yang bekedudukan scjajar dengan Badan Permusyawaratan Desa atau disingkat
BPD, yang harus melaksanakan tugas dan kewajiban sesuni dengan ketentuan
yang berlaku.

Masa jabatin kepala desa menurut Pasal 96 Undang-Undang Nomor 22
tahun 1999 adalah 10 whun atau dua kali masa jabatan kepala desa. Kepala Desa
Tegowangi setelah pemilihan pada tahun 1975 dengan masa jabatan 10 tahun
belum mengadakan pemilihan lagi sampai tahun 1991. Apabila dilihat dari masa

jabatan kepala desa, di Desa Tegowangi terjadi penyimpangan karena menurut
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ketentuan dalam 1GO  bahwa masa jabatan kepala desa adalah 10 tahun. Maka
Kepala desa di Tegowangi memangku jabatan selama 15 tahun, baru pada tahun
199] diadakan pemilihan kepala desa berdasar ketentuan Lindang-lindang Nomor
5 Tahun 1979 terutama mengenai masa jabatan, kepala desa terpilih selama 8
tahun yang kemudian berakhir pada tahun 1999, Jabatan kepala desa pada tahun
1965 sampai dengan 1999, Kepala Desa Tegowangi dijabat oleh orang yang sama,
sehingga masa jabatannya 32 tahun. Hal ini terjadi karena kepala desa tersebut
mempunyai perilaku baik sehingga warga selalu memilih pada setiap periode
pemilihan, Selain itu di Desa Tegowangi saat itu tidak ada ketentuan yang
mengatur secara jelas tentang masa jabatan kepala desa.
Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang
Pedoman Umum Pegaturan Mengenai Desa, kewenangan desa mencakup:
a. kewenangan yang sudah ada berdasarkan asal usul desa:
b. kewenangan yang oleh peraturan perundang undangan yang berlaku belum
dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah desa:
¢. tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah Provinsi dan atau
pemerintah kabupaten.
Untuk tugas dan kewajiban kepala desa diatur dalam Pasal 4 ayat (2)
Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2000 vaitu:
1) memimpin, penyelenggarakan pemerintahan desa:
2) membina kehidupan masyarakat desa :
3) membina perckonomian desa:
4) memelihara ketentraman dan ketertiban masvarakat desa:
3) mendamaikan perselisihan masyarakat desa:
6) mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat nenunjuk
kuasa hukumnya;
7) mengajukan rancangan peraturan desa dan menetapkan sebagai peraturan
desa bersana dengan BPD:
8) menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang

hersangkutan:
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Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya seorang kepala desa
mempunyai fungsi sebagaimana vang tercantum dalam Pasal 6 Peraturan Daerah
Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2000 yaitu:

l. melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah
tangganya sendiri;
2. menggerakkan partisipasi masyarakat dalam wilayah desanya:
3. melaksanakan tugas dalam rangka pembinaan kententraman dan ketertiban
masyarakat desa.
Menurut Pasal 17 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa disebutkan bahwa
dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya kepala desa wajib bersikap adil
tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat. Dalam melakukan kegiatannya yaitu melaksanakan tugas dan
kewajibannya kepala desa di bantu oleh perangkat desa. Sebagaimana dikatakan
oleh Sekretaris Desa Tegowangi dalam wawancara pada tanggal 25 April 2006
menjelaskan :

Perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa, dan perangkat desa
dipilih dan diangkat sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat, vang
ditetapkan dengan keputusan kepala desa setelah mendapat persetujuan dari BPD,
Kepala desa dan perangkat desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan atay
tunjangan lain sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang ditctapkan setiap
tahun dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. Penghasilan yang didapatkan
itu berasal dari tanah kas desa atau biasa disebut tanah bengkok. Tanah bengkok
itu diberikan sementara kepada kepala desa dan perangkatnya untuk dikerjakan
dan hasilnya itlah yang digunakan sebagai penghasilan kepala desa dan
perangkat desa. Di Desa Tegowangi bengkok untuk kepala desa adalah § hektar,
Setiap tahun kepala desa akan mendapatkan penghasilan kurang lebih 50 juta
rupiah dari hasil pengelolaan bengkok, sedangkan seketaris desa mendapatkan
tanah bengkok seluas 2.5 hektar yang setiap tahun kurang lebih akan mendapatkan
penghasilan sebesar 25 juta rupiah, Kepala urusan yang ada di Desa Tegowangi
mendapatkan bengkok sebesar | hektar dengan penghasilan setiap tahun sebesar
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10 juta. Kepala Dusun masing-masing mendapatkan bengkok seluas 1.5 hektar
dengan penghasilan kurang lebih |5 juta pertahun.

Menurut Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6
tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan, perangkat
desa terdiri dari:

1. sekretariat desa:
2. pelaksana teknis:
3. kepala dusun,

Sekretariat desa menurut Pasal 3 ayat (3) terdiri dari sekretaris desa dan
kepala urusan. Dalam Pasal 7 discbutkan bahwa sekretaris desa berkedudukan
sebagai unsur staf pembantu kepala desa dan memimpin sekretariat desa. Tugas
sckretaris  desa menjalankan  administrasi  pemerintahan, pembangunan,
kemasyarakatan seta memberikan pelayanan administrasi kepada kepala desa.
Untuk melaksanakan tugasnya tersebut sekretaris desa mempunyai fungsi:

I. melaksanakan urusan surat menyurat;

2. melaksanakan urusan kevangan;

3. melaksanakan administrasi pembangunan dan kemasyarakatan:

4. melaksanakan tugas dan fungsi kades apabila kades berhalangan
melaksanakan tugnsnya.

Sedangkan  kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf pembantu
sckretaris desa dalam bidang tugasnya, yaitu menjalankan kegiatan sekretariat
desa dalam bidang tugasnya yang mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan
kegiatan administrasi dan melaksanakan pelayanan administrasi kepada kepala
desa. Di Desa Tegowangi terdapat 5 kepala urusan, yaitu kepala urusan
pemerintahan, pembangunan, kescjahteraan rakyat, keuangan dan umum. Saat ini
Desa Tegowangi ada 3 kepala urusan karena masa jabatan kaur keuangan dan
kaur pembangunan telah habis, oleh karena itu segala urusan yang menyangkut
keuangan dan pembangunan seluruhnya diserahkan sementara kepada sekretaris
desa. Pelaksana teknis  berkedudukan sebagai unsur pembantu  dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa yang tugasnya melaksanakan kegiatan teknis

sesual dengan bidangnya. Kepala teknis mempunyai fungsi menjalankan kegiatan
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sesuai dengan bidangnya. dan melaksanakan kegiatan lain yang diberikan kepala
desa. Kepala dusun berkedudukan scbagai unsur pembantu kepala desa dalam
wilayah kerjanya. Kepala dusun mempunyai tugas menjalankan kegiatan
kepemimpinan kepala desa di wilayah kerjanya Dalam tata kerja pemerintahan
desa, kepala desa melaksanakan tugas dan bertanggung jawab kepada rakyat
melalui BPD

Pemerintah desa dan Badan Perwakilan Desa melaksanakan pemerintahan
desa. Badan Perwakilan Desa (BPD) anggotanya dipilih dari dan oleh penduduk
desa warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yvang diatur dalam
Peraturan daerah Kabupaten Kediri. Fungsi BPD di Desa Tegowangi adalah
mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan
aspirasi masyarukat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan
pemerintahan desa. lumlah anggota BPD di Desa Tegowangi ditetapkan sebanvak
I'1 orang. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Dacrah Kabupaten
Kediri Nomor 7 tentang Badan Perwakilan Desa. Pengurus BPD terdiri dari
pimpinan BPD vang mencakup ketua dan wakil ketua, wakil ketua paling banyak
adalah 2 orang. Dalam melaksanoan tugasnya pimpinan BPD dibantu oleh
sekretariat BPD. sekretariat BPD dipimpin oleh sekretaris desa yang diangkat
oleh kepala desa dan bukan dari perangkat desa. Masa bakti sekretariat dan staf
dari sekretariat BPD adalah 5 tahun,

4.2.2 Masa berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah

Setelah  berlaku  Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2004 No.125, TLN No.4437) maka Undang-
Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dinvatakan tidak
berlaku.

Menurut Pasal || Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa.
bahwa pemerintahan  desa  terdiri  dari  Pemerintah  Desa dan  Badan
Permusyawaratan Desa (BPD), Dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 72

tahun 2005 tentang Desa, bahwa
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(1) Pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1] terdiri dari
kepala desa dan perangkat desa.

(2) Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.

(3) Perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri
atas :
a. sekretariat desa;
b. pelaksana teknis lapangan;
¢. unsur kewilayahan;

Dalam Pasal 14, disebutkan bahwa:

(1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan,

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada avat (1), Kepala
Desa mempunyai wewenang :

a. memimpin penyelenggaraun pemerintahan desa berdasarkan
kebijakan yang ditetapkan bersama BPID;

b. mengajukan rancangan peraturan desa;

¢. menctapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan
bersama BPD;

d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai
APB desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD:

¢. membina kehidupan masyarakat desa;

f. membina perekonomian desa;

g. mengkoordinasikun pembangunan desa secara partisipatif:

h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat
menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dan;

i.melaksanakan wewenang lain  sesuai dengan  peraturan

perundang-undangan .
Mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan wewenang dari

perangkat desa sampai saat ini belum ada peraturan daerah yang mengatur lebih
lanjut. Oleh karena itu, saat ini dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya
perangkat desa di Desa Tegowangi masih bepedoman pada peraturan yang lama
yaitu Peraturan Pemcerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum
Pengaturan mengenal Desa beserta Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6
Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan
Peraturan Daerah  kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2000 tentang Badan
Perwakilan Desa. Hal ini ada syarat bahwa selama dalam peraturan yang lama
tidak bertentangan dengan undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah
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Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Ini dilakukan agar pelaksanaan kegiatan
pemerintahan desa di Desa Tegowangi tetap dapal berjalan, demikian pula dengan
kegiatan kepala desa, untuk melaksanakan kegiatan kepala desa masih
berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang lama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Tegowangi pada
tanggal |5 Mei 2006 dapat diketahui bahwa: Kepala Desa Tegowangi diangkat
menjadi seorang kepala desa pada bulan Februari 1999 dengan masa jabatan
selama 8 tahun sesuni dengan ketentuan vang ada dalam Undang-undang Nomor 5
Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Meskipun diangkat tahun 1999 dalam
melaksanakan masa jabatan Kepala Desa Tegowangi masih berpedoman pada
Undang-undang Nomaor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Hal ini terjadi
karena Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah baru
disahkan pada bulan Mei, sehinggn masa jabatan Kepala Desa Tegowangi
berakhir pada bulan Februari 2007,

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Desa Tegowangi pada tanggal
28 juni 2006 yang menjadi persoalan saat ini adalah apabila sampai bulan
Februari mendatang Peraturan Daerah Kabupaten Kediri tentang Desa belum
dibuat dan disahkan maka berdasarkan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kediri
tugas dan kewenangan Kepala Desa Tegowangi akan digantikan sementara waktu
oleh sekretaris desa sampai Peraturan Daerah Kabupaten Kediri yang mengatur
tentang tata cara pengangkatan kepala desa sudah ada. Hingga saat ini di wilayah
Kabupaten Kediri belum ada satupun desa yang mengadakan pemilihan kepala
desa yang baru. Banyak kepala desa di wilayah Kabupaten Kediri vang sudah
habis masa jabatan, tetapi karena belum ada peraturan daerah maka saat ini belum
dapat dilakukan pemilihan kepala desa. Hal ini tidak bersifat secara Nasional
karena daerah kabupaten yang satu dengan daerah kabupaten yang lain berbeda-
beda misalnya di Kabupaten Sidoarjo. Di Kabupaten Sidoarjo saat ini boleh
dilakukan pemilihan kepala desa meskipun belum ada peraturan daerahnya.
Dalam melakukan pemilihan kepala desa berpedoman pada peraturan yang lama
hanya masa jabatannys berdasarkan peraturan yang baru, yaitu Undang-Undang
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Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah selama 6 tahun dan dapat
dipilih satu kali lagi.

Di Desa Tegowangi saat ini terjadi kekosongan dua perangkat desa karena
perangkat desa terscbut telah habis masa jabatannya yaitu kepala urusan
pembangunan dan kepala urusan keuangan. Yang sampai sekarang belum di isi,
karena belum ada Peraturan Daerah Kabupaten Kediri yang mengatur lebih lanjut
tentang tata cara pengangkatan kepala urusan. Meskipun mengalami kekosongan
labatan dua kepala urusan, namun tugasnya digantikan sementara oleh Sekretaris
Desa yang dibantu kepala urusan yang ada sehingga pelaksanaan pemerintahan
desa di Desa Tegowangi tetap berjalan.

Selain ada kepala desa dalam pemerintahan desa juga ada Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
Berdasarkan wawancara denggan tokoh Desa Tegowangi dapat diketahui bahwa
Anggota BPD Desa Tegowangi adalah sebunyak 11 yang terdiri dari | orang
ketua, 2 orang wakil keta dan 9 orang anggota. Menurut pasal 35 Peraturan
Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa. Badan Permusyawaratan Desa
Mempunyai wewenang:

a, membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa:

b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan
peraturan kepala desa;

¢, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;

d. membentuk panitia pemilihan kepala desa;

e. menggali,menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan
aspirast masyarakat; dan

I, menvusun tata tertib BPD,

Peraturan Daerah  Kabupaten Kediri yang mengatur tentang Badan
Permusyawaratan  Desa belum  disahkan maka untuk  sementara di  Desa
Tegowangi dalam melaksanakan kegiatan masih berpedoman pada Peraturan
Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa.
dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

2005 tentang Pemerintahan Desa.
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Karena dalan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 belum

disebutkan mengenai fungsi Badan Permusyawaratan Desa, maka fungsi BPD
berdasarkin Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2000,

yaitu:

Mengayomi yaitu menjaga kelestarian adal istiadat yang hidup dan
berkembang di Desa vang bersangkutan:

legislasi yaity merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa
bersama-sama Pemerintah Desa;

pengawasan vaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan
Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta
Keputusan Kepala Desa;

. menampung  aspirasi - masyarakat  yaitu  menangani  dan

menyalurkan aspirasi vang diterima dari masyarakat kepada

pejabat atau instansi yang berwenang.
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BAB IV \ E%l INTVERSTTA: JEMBER

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

I Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tegowangi sebelum berlaku Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, ada yang telah melaksanakan
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku vaitu dengan
Inlandsche Gemeente Ordonantie pada saat penjajahan Belanda sampai sebelum
disahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
sedangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 berlaku sampai disahkan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Zaman
Jepang Desa Tegowangi tidak melaksanakan Asamu Seirei Nomor 7 Tahun 1944
tentang Pemilihan dan Pemecatan Kuco, dan tidak dilaksanakan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja.

2. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tegowangi setelah berlaku Undang-Undang
22 Tabun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah dilaksanakan menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah  beserta peraturan
pelaksanaannya. Sedangkan penyelenggarsan pemerintah Desa Tegowangi belum
melaksanakan  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Dacerah Karena belum ada peraturan pelaksanaanya.

4.1 Saran

I. Hendaknya pemerintah dalam membentuk suatu perundang-undangan khususnya
undang-undang tentang  desa memperhitungkan dan  mempertimbangkan jangka
waktu berlakunya undang-undang tentang desa. Hal ini dimaksudkan agar suatu
peraturan perundang-perundangan yang dihasilkan tidak sering berubah-ubah dalam
waktu singkat Karena hal ini mempengaruhi terhadap penerapan suatu peraturan
perundang-undangan di desa,

2, Pemerintah Kabupaten Kediri hendaknya segera menyelesaikan Peraturan Daerah vang
mengatur tentang desa, supaya pelaksanaan pemerintahan desa dapat dilaksanakan

sehagaimana mestinya

£
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